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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya jaman, akuntansi sektor publik telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perhatian 

yang lebih terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik 

lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. 

 Sektor publik kerap dinilai sebagai sarang inefisiensi atau kegagalan, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Hal 

tersebut mengakibatkan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk 

dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor 

publik. Adapun tuntutan dari masyarakat yaitu organisasi sektor publik 

diwajibkan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, 

serta dampak negatif dari aktivitas yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, ilmu 

akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai salah satu ilmu yang 

dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam mengelolah masalah keuangan di sektor 

publik. 

 Pemerintah  daerah  diberikan  suatu  kewenangan dalam membangun, 

mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau biasa disebut 

dengan otonomi daerah. Kewengan ini juga menyangkut kewenangan mengenai 

keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 tentang 
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pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi 

dibidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan 

pertanggung jawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap 

daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan 

untuk menggali potensi daerah yang dimiliki dengan guna mendukung 

kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan 

pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Undang-undang No.28 tahun 2009 menjelaskan 

pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

restribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah 

kabupaten dan Kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan 

kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 

sumber dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 

tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
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bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 

semakin diperhatikannya sektor jasa adalah pajak hotel dan restoran. Hotel dan 

Restoran merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian. Dikatakan 

sebagai sarana penunjang perekonomian di karenakan oleh fungsi dari hotel dan 

restoran tersebut. Fungsi utama dari hotel dan restoran yaitu sebagai tempat 

persinggahan sementara dan tempat untuk makan. Disamping itu fungsi lain dari 

hotel dan restoran yaitu sebagai tempat pertemuan atau rapat oleh  para pejabat 

Negara, pejabat daerah, pebisnis sampai organisasi. 

 Di zaman modern ini, gaya hidup masyarakat semakin berkembang 

sehingga menjadikan hotel dan restoran sebagai tempat atau ajang berkumpul. 

Tidak hanya di kalangan anak muda saja, tetapi di kalangan orang tua juga. Tidak 

sedikit dari pihak hotel dan restoran menawarkan jasa dengan harga yang tidak 

hanya bisa di jangkau oleh kalangan ekonomi menengah atas tetapi juga bisa 

dijangkau oleh para kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut 

menjadikan hotel dan restoran sebagai tempat diadakannya acara ulang tahun, 

pernikahan, reuni serta tempat untuk have fun bersama keluarga serta sahabat. 

 Semula pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak 

hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan 

retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak 
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yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya potensi keberadaan 

pajak hotel dan restoran serta kotribusinya dalam pembangunan suatu daerah. 

 Secara luas penerimaan hotel dan restoran dipandang sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah yang dinilai dapat memberikan sumbangan yang besar 

pada pendapatan asli daerah. Menurut Peraturan WaliKota Palopo Nomor 13 

Tahun 2015 pasal 1 ayat (13) mendefenisikan pajak hotel sebagai pajak atas 

pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Sementara berdasarkan Peraturan 

WaliKota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan 

yang telah disediakan oleh restoran. 

 Kota Palopo sendiri merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan merupakan jalan Raya Trans Sulawesi yang terdiri dari 

sembilan kecamatan dan empat puluh delapan kelurahan. Jalan Raya Trans 

Sulawesi adalah jalan yang menghubungkan antara Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Di 

karenakan banyaknya orang yang datang di Kota Palopo hanya untuk keperluan 

pribadi ataupun keperluan Negara serta orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan dan menjadikan Kota Palopo sebagai tempat peristirahatan sementara, 

maka kebutuhan akan hotel dan restoran menjadi tinggi peminatnya. Hal tersebut 

dapat menjadikan hotel dan restoran dapat berkembang di Kota Palopo. 

 Ketika hotel dan restoran di Palopo dapat berkembang maka penerimaan 

sektor pajak hotel dan restoran meningkat dan secara otomatis juga akan 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, besarnya penerimaan pajak 
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daerah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah wajib pajak namun juga 

harus dilihat dari tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan 

kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan  para wajib pajak 

dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan (compliance theory). 

 Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari besarnya nilai selisih antara 

rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Apabila nilai selisih 

antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak adalah nol, 

maka semua wajib pajak hotel dan restoran sudah patuh dalam melakukan 

kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena 

itu, secara sederhana meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan tercermin 

pada menyempitnya jurang kepatuhan.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2019) mengkaji tentang 

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak 

Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016, menunjukkan hasil bahwa 

pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan 

Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2016 adalah sebesar 99,5%. Adapun sisa 

99,5% yaitu 0,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019),  Cahyana. 

et al. (2018) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang Pengaruh Kepatuhan 

Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 
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Pada Bappenda Kabupaten Bogor, menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak 

hotel dan wajib pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel penerimaan pajak daerah.  

 Syefiada et al. (2021) juga mengkaji apa yang diteliti oleh peneliti dengan 

judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap 

Pemasukan Pajak Daerah yang menunjukkan hasil bahwa Kedisiplinan wajib 

pajak hotel dan kafe berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap 

penerimaan pajak daerah. Sedangkan Widodo dan Guritno (2017) dengan judul 

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta yang menunjukkan hasil bahwa ada 

pengaruh yang simultan dan signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yaitu di antaranya Pradana 

(2019), Cahyana et al. (2018),  Syefiada et al. (2021), serta Widodo dan Guritno 

(2017), dapat disimpulkan bahwa hasil dari sebuah penelitian akan berbeda-beda 

di karenakan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu disebabkan oleh tempat 

penelitian yang berbeda, periode penelitian yang berbeda, serta variabel dari 

penelitian yang diteliti berbeda. 

 Berdasarkan latar belakang fenomena permasalahan yang telah dijelaskan 

serta hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan konsistensi antara 

peneliti yang satu dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palopo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak daerah di Kota Palopo ? 

2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kota Palopo ? 

3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kota Palopo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kota Palopo 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kota Palopo 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran 

terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas 

yaitu : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan daerah khususnya 

mengenai pajak hotel dan restoran serta penerimaan pajak daerah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran 

serta penerimaan pajak daerah. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini. 

3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk 

bahan perkuliahan mengenai akuntansi keuangan daerah, terkhusus tentang pajak 

hotel dan restoran serta penerimaan pajak daerah.  

4. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal 

penentuan arah kebijakan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak sehingga penerimaan pajak daerah meningkat. 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Peneriman pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pajak 

daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak Kota/kabupaten. Dalam penelitian ini 
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dikhususkan pada pajak Kota/kabupaten. Terdapat beberapa variabel pajak 

Kota/kabupaten yang dapat dihubungkan dengan penerimaan pajak daerah, di 

antaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan PerKotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  

 Di karenakan oleh keterbatasan alat dan waktu, maka peneliti hanya 

memasukkan beberapa variabel. Variabel yang digunakan untuk menguji 

pengaruhnnya terhadap penerimaan pajak daerah di antaranya yaitu pajak hotel 

dan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan 

Daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1  Landasan Teori 

Landasan teori merupakan sebuah penjelasan mengenai topik yang dibahas oleh 

peneliti yang terdiri dari beberapa keterangan (defenisi) tentang sesuatu, sumber 

dari literatur (pustaka) yang relevan dan terpercaya. Adapun penjelasan yang 

terkait dalam variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Pada prinsipnya perpajakan mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Akan 

tetapi, memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mendefenisikan pajak merupakan kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

 Menurut Peraturan WaliKota Palopo Nomor 13 tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah pasal 1 ayat 9, pajak merupakan 

kontribusai wajib kepada daerah yang terutang oleh pihak wajib pajak yang 

bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. UU KUP Nomor 28 Tahun 

2007, pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada 
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Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa 

atas dasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan balik secara 

langsung dan digunakan untuk tujuan keperluan Negara untuk memakmurkan 

rakyatnya. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara untuk membiayai 

pembangunan nasional, Ilhamsyah (2016). 

 Menurut Siti Resmi (2017:1), menjelaskan bahwa pajak merupakan 

sebuah kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan harta kepada kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebuah punishment, berdasarkan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada 

yang namanya jasa timbal balik dari negara serta untuk memelihara kesejahteraan 

publik. 

 Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai berpindahnya sumber 

daya dari sektor privat (pribadi) kepada sektor publik (umum). Pemahaman ini 

memberikan gambaran bahwa dengan adanya pajak bisa mengakibatkan dua 

situasi menjadi berubah. Pertama, menurunnya kemampuan individu dalam 

menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. 

Kedua, meningkatnya kemampuan keuangan negara dalam hal persediaan 

barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan publik. 

 Dari beberapa pengertian atau defenisi dari pajak oleh para ahli, 

dimulai dari defenisi pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, 

beberapa ahli serta perspektif ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 
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iuran wajib bayar oleh rakyat yang telah diatur negara dan dicantumkan dalam 

Undang-Undang sehingga hasil dari iuran ini dapat manfaatkan oleh Negara 

untuk membiayai pelaksanakaan Pemerintahan Daerah guna 

mensejahterahkan rakyatnya. 

2.1.2. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara 

karena pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang sangat besar. 

Dari peranan tersebut dapat kita lihat ada 2 fungsi pajak yang di kemukakan 

oleh Siti Resmi (2017:3) yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.1.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Karena pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan 

rakyat, maka dalam pemungutan pajak ada asas-asas yang perlu diperhatikan. 

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:45), 

terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak antara lain : 

1. Asas Domisili 
 

Asas ini bergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu 
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negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang 

berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-

undang dikenakan pajak. 

2. Asas Sumber 
 

Cara pemungutan pajak bergantung pada sumber dimana objek diperoleh. 

Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh, jika disuatu negara 

terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa 

melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

3. Asas Kebangsaan 
 

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan 

kebangsaan dari suatu negara. 

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem 

pemungutan pajak berbeda – beda untuk setiap negara. Menurut Siti Resmi 

(2017:11), di Indonesia sendiri memakai 3 sistem pemungutan pajak , yaitu : 

1. Self Assessment System 

Self Assessment System atau Menghitung Pajak Sendiri (MPS) merupakan 

sistem yang membebankan penentuan besaran pajaknya kepada wajib 

pajak yang bersangkutan secara individu / mandiri. 

2. Official Assessment System 

Official Assesment System atau Menghitung Pajak Orang (MPO) yaitu 

sebuah sistem yang membebankan wajib pajak untuk membayar pajak 
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kepada fiskus atau pemegang tanggung jawab penentuan besarnya pajak 

terutang. 

3. Withholding System 

Withholding System merupakan sistem dimana penentuan besarannya 

pajak tidak di bebankan kepada wajib pajak maupun fiskus, akan tetapi 

dibebankan kepada pihak ketiga.  

 Menurut Peraturan WaliKota Palopo Nomor 30 tahun 2017 Pasal 9 ayat 

(1), Pajak Hotel dipungut dengan System Self Assessment yang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan 

Daerah.  

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak 

Patuh dalam membayar pajak sangat penting bagi wajib pajak karena mengingat 

pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara. Kepatuhan wajib pajak 

tergantung pada bagaimana cara fiskus memberikan pelayanan kepada wajib pajak 

yang ingin memenuhi kewajibannya (Ilhamsyah, 2016). Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib 

pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan 

2. Tidak adanya tunggakan pajak kecuali adanya izin untuk menunda 

pembayaran pajak 
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3. Selama 3 tahun berturut-turut laporan keuangan wajib pajak di audit oleh 

akuntan publik dengan pendapat yang wajar 

4. Tidak pernah melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan dalam 

jangka waktu 5 tahun terakhir 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan menunaikan 

kewajibannya tepat waktu apabila aparatur pemungut pajak melakukan pelayanan 

dengan baik. Pihak wajib pajak dikatakan patuh terhadap kewajibannya dalam 

membayar pajak apabila telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan 

oleh menteri keuangan. 

2.1.6. Jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi (2017:7), terdapat berbagai jenis pajak yang taat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. 

1. Menurut golongan 

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

a. Pajak  langsung merupakan pajak yang dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak serta tidak dilimpahkan dan dibebankan 

kepada pihak lain. 

b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diakhirnya beban akan 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

2. Menurut sifat 

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
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a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib 

pajak) dan tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi : 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, 

pemerintah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II 

(Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga masing-masing. 

2. 2 Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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 Daerah yang diberikan kekuasaan untuk mengurus wilayahnya sendiri 

biasanya disebut dengan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009, Daerah Otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas wilayah dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Adapun jenis pajak 

daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak hotel dan 

pajak restoran termasuk dalam jenis pajak Kabupaten/Kota. 

2. 3 Pajak Hotel 

2.3.1. Pengertian Pajak Hotel 

Pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara Indonesia. Ada berbagai macam 

pajak, salah satu di antaranya yaitu pajak hotel. Pajak hotel mempunyai banyak 

pengertian dari para ahli namun tetap memiliki makna yang sama. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 angka 20 dan 21, Pajak Hotel merupakan 

pajak atas pelayanan yang telah disediakan hotel. Adapun pengertian dari hotel 

yaitu penyedia jasa penginapan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemilik 

penyedia jasa penginapan.  

 Menurut Peraturan WaliKota Palopo Nomor 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat 

(13) mendefenisikan pajak hotel sebagai pajak atas pelayanan yang telah 

disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasiltas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
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 Dari beberapa penjelasan mengenai pajak hotel, dapat disimpulkan bahwa 

pajak hotel adalah pajak atas penyediaan pelayanan jasa penginapan. 

2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel 

Dalam pemungutan pajak hotel tentu didasari dengan dasar-dasar hukum yang 

telah diatur oleh pemerintah. Adapun dasar hukum dari pemungutan pajak hotel 

pada suatu kabupaten atau Kota yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

2. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan WaliKota Palopo Nomor 27 tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel 

2.3.3. Objek Pajak Hotel 

Dalam pemungutan pajak hotel, tentu ada objek-objek yang termasuk dalam objek 

pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak hotel merupakan pelayanan jasa yang 

disediakan oleh pihak hotel dengan syarat berbayar yang termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberi kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

 Menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 tahun 2017 pasal 3 ayat 

(3), SPPTD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas 

penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan 

ruangan dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
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memberikan kemudahan dan kenyamanan. Adapun objek pajak berdasarkan 

Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat (13), yaitu motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah 

penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). 

2.3.4. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Hotel 

Dalam penyediaan pelayanan hotel, tidak semua pelayanan dikenakan oleh pajak 

hotel. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pasal 32 ayat (32), berikut ini yang tidak termasuk dalam 

objek pajak hotel yaitu : 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya 

c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan 

d. Jasa tempat tinggal, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti 

sosial yang sejenis 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum 

 Menurut Peraturan Walikota Palopo nomor 30 tahun 2017 pasal 8 ayat 

(1), yang tidak termasuk kedalam objek pajak yaitu pelayanan restoran, jasa 

boga/catering, café dan sejenisnya, karaoke, diskotik pub, bar, pusat 

kebugaran (fitness center), salon kecantikan, spa/message dan sejenisnya, 

kolam renang, golf, dan tenis. 
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2.3.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pasal 33 ayat (1) dan (2), subjek pajak hotel merupakan 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel. Secara sederhana, subjek pajak hotel yaitu 

pengguna yang menikmati pelayanan hotel dengan syarat berbayar. Sementara 

itu, wajib pajak hotel merupakan orang atau badan yang mengusahakan hotel 

serta penyediakan pelayanan untuk konsumen. Peraturan Walikota Palopo 

Nomor 20 tahun 2018 pasal 5 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak hotel, 

wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak hotel 

dan wajib pajak hotel tidaklah sama. Subjek pajak merupakan orang yang 

wajib membayar pajak sedangkan wajib pajak yaitu orang atau pengusaha 

hotel yang wajib menyetor hasil bayar pajak. 

2.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak hotel yaitu 

jumlah dari keseluruhan pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 

hotel. Menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 tahun 2018, jumlah 

transaksi pembayaran merupakan dasar pengenaan pajak, dimana transaksi ini 

dilakukan oleh subjek pajak terhadap wajib pajak.  
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2.3.7. Tarif Pajak Hotel 

Dalam pemungutan pajak hotel, tentu ada besaran tarif yang harus ditetapkan 

oleh pemerintahan Kota atau kabupaten. Kewenangan tersebut diberikan oleh 

pemerintan pusat dikarenakan pemerintah Kota atau kabupaten lebih 

mengetahui kondisi masing-masing daerahnya. Di Kota Palopo, tarif pajak 

hotel paling tinggi sebesar 10% dan diatur dalam Peraturan Walikota Palopo 

Nomor 27 tahun 2011 pasal 6 ayat (1).  

2.3.8. Perhitungan Pajak Hotel 

Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 tahun 2011 pasal 7, membahas 

mengenai tata cara perhitungan pajak hotel. Pajak hotel dihitung untuk setiap 

bill yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh 

pengunjung atau tamu hotel. Adapun perhitungan besaran pajak hotel secara 

umum yaitu sebagai berikut : 

  Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak 

2. 4 Pajak Restoran 

2.4.1. Pengertian Pajak Restoran 

Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli dari sebuah daerah. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan 

pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Restoran adalah 

fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan adanya transaksi 

pembayaran. Banyak yang mengira bahwa pajak restoran merupakan pajak 

Negara, namun nyatanya tidak. Pajak restoran ini dipungut oleh pajak daerah 



22 
 

dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut di karenakan dalam setiap bill 

pembelian makanan atau minuman di sebuah restoran, pajak restorannya 

tertuliskan PPN. 

 Dalam pemungutan pajak restoran juga berbeda dengan pemungutan 

pajak hotel. Beberapa masyarakat mengira bahwa pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran ini di pungut secara bersamaan, namun nyatanya tidak. Dalam 

aturannya, pemungutan pajak hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 pasal (32), (33), (34), (35) dan (36). Sedangkan pajak restoran 

diatur dalam  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal (37), (38), (39), 

(40) dan (41). 

2.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran 

Dalam pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau Kota, ada 

beberapa dasar hukum yang harus diperhatikan. Beberapa dasar hukum yang 

di maksud adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah 

2. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang perubahan 

atas peraturan walikota nomor 29 tahun 2011 tentang petunjuk 

pelaksanaan pemungutan pajak restoran 

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak 

restoran 
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2.4.3. Objek Pajak Restoran 

Dalam pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. 

Objek pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 

pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan 

yang disediakan oleh restoran berupa pelayanan atas penjualan makanan atau 

minuman, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain. Restoran 

adalah usaha jasa atas penyediaan makanan atau minuman dengan syarat 

berbayar yang di antaranya mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga / catering. 

2.4.4. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Restoran 

Adapun yang tidak dikenakan dalam objek pemungutan pajak menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat (3), yaitu pelayanan 

yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas 

tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang tidak termasuk 

dalam kategori restoran yaitu : 

a. Usaha bakery yang terdaftar sebagaI PKP dan usaha industri/industri 

rumah tangga 

b. Usaha retal yang menyediakan kursi/meja untuk konsumen 

 Penjualan makanan pada bakery dan barang-barang yang disediakan 

oleh pengusaha retail termasuk dalam objek PPN. 
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2.4.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 38 ayat (1), Subjek 

Pajak Restoran merupakan orang pribadi  atau badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran menurut 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 38 ayat (2), yaitu orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan Restoran. Dari penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran itu 

berbeda. Subjek Pajak Restoran adalah konsumen dari sebuah Restoran 

sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. 

 Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 tahun 2018 pasal 5, menjelaskan 

bahawa setiap wajib Pajak Restoran wajib melaporkan dan menyampaikan 

data transaksi usahanya kepada Badan. Data transaksi yang dimaksud yaitu 

berupa bon penjualan (bill), struck, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai 

pembayaran atas pelayanan yang telah disediakan oleh puhak restoran. 

2.4.6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran 

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Jumlah 

pembayaran yang diterima restoran meliputi : 

1. Jumlah pembayaran setelah potongan harga 

2. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau 

minuman 
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3. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran merupakan 

harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain 

yang diberikan secara percuma 

 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pasal 9 ayat (3), menjelaskan bahwa 

dasar dari pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak Restoran. Dasar 

pengenaan Pajak Restoran di Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota 

Palopo Nomor 20 tahun 2018 pasal 5 ayat (3) yaitu  semua data transaksi 

usaha. 

2.4.7. Tarif Pajak Restoran 

Dalam hal pemungutan Pajak, tentu ada besaran tarif yang telah di tetapkan 

oleh Pemerintah Daerah. Penetapan tarif Pajak yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah yaitu sebesar 10%. Hal ini telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Peraturan ini tentu juga berlaku dalam pemungutan pajak restoran di Kota 

Palopo. 

2.4.8. Perhitungan Pajak Restoran 

Tata cara perhitungan pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak 

Restoran yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat dimana lokasi 

Restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak. 
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 Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

2. 5 Pendapatan Asli Daerah 

2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, menjelaskan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang 

diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam periode anggaran 

tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, menjelaskan 

tentang pengertian pendapatan asli daerah yang merupakan sumber keuangan 

daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah atau yang biasa 

disebut PAD adalah penerimaan dan pemasukan yang berasal dari beberapa 

sumber keuangan daerah yang telah dipungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah pasal 6, yaitu : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi : 
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a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

2. 6 Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian terdahulu yang menjadi referensi daripada penelitian 

ini. Beberapa penelitian terdahulu dalam 5 tahun terakhir yang terkait dengan 

penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama 

Penulis 

Judul Penelitian Variable 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Fachmi et 

al. (2018) 

Pengaruh 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel dan 

Wajib Pajak 

Restoran 

Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Daerah Pada 

BAPPENDA 

Kabupaten Bogor 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel (X1), 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Restoran 

(X2), 

Penerimaaan 

Pajak Daerah (Y) 

- Kepatuhan wajib 

pajak hotel secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah 

- Kepatuhan wajib 

pajak restoran 

secara parsial 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 
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daerah 

- Kepatuhan wajib 

pajak hotel dan 

wajib pajak 

restoran secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

2. Syefiada 

et al. 

(2021) 

Analisis Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel dan 

Restoran 

Terhadap 

Pemasukan Pajak 

Daerah 

Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel (X1), 

Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Restoran 

(X2), Pemasukan 

Pajak Daerah (Y) 

Kedisiplinan wajib 

pajak hotel dan 

kafe berpengaruh 

signifikan secara 

bersamaan 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

3. Pradana 

(2019) 

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak 

Reklame, Dan 

Pajak Penerangan 

Jalan Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa 

Pajak Hotel (X1), 

PajakRestoran 

(X2), Pajak 

Hiburan (X3), 

Pajak Reklame 

(X4), Pajak 

Penerangan Jalan 

(X5), Penerimaan 

Pajak Daerah (Y) 

- Pajak hotel, pajak 

restoran, pajak 

hiburan, pajak 

reklame, dan 

pajak penerangan 

jalan secara 

parsial 

berpengaruh 

dalam 

penerimaan pajak 

daerah. 
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Timur - Pajak hotel, pajak 

restoran, pajak 

hiburan, pajak 

reklame, dan 

pajak penerangan 

jalan secara 

simultan 

berpengaruh 

dalam 

penerimaan pajak 

daerah. 

4. Isnaini 

(2018) 

Pengaruh Pajak 

Bumi dan 

Bangunan, Pajak 

Hotel dan 

Restoran 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Timur 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (X1), 

Pajak Hotel (X2), 

Pajak Restoran 

(X3), Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

- Secara parsial 

(individu) pajak 

bumi dan 

bangunan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

- Pajak hotel 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

- Pajak restoran 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pendapatan asl 
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daerah 

- Secara simultan 

(bersama-sama) 

pajak bumi dan 

bangunan, pajak 

hotel dan pajak 

restoran 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah. 

5. Widodo 

dan 

Guritno 

(2017) 

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak 

Restauran dan 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Di 

Kota Yogyakarta 

Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran 

(X2), Pajak 

Hiburan (X3), 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

 Ada pengaruh 

yang simultan dan 

signifikan antara 

pajak hotel, pajak 

restoran, dan pajak 

hiburan terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

6. Lewasari 

(2019) 

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran Dan 

Pajak Hiburan 

Terhadap  

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Bandar Lampung 

Menurut 

Perspektif 

pajak hotel (X1), 

pajak restoran 

(X2), pajak 

hiburan (X3), 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

- Pajak hotel 

berpengaruh 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

- Pajak restoran 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pendapatan Asli 
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Ekonomi Islam Daerah (PAD) 

- Pajak hiburan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

- Pajak hotel, pajak 

restoran dan 

pajak hiburan 

secara bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

7. Nela 

(2017) 

Analisis 

Kontribusi Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran dan 

Retribusi Daerah 

Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah  

Kontribusi Pajak 

Hotel (X1), 

Kontribusi Pajak 

Restoran (X2), 

Kontribusi 

Retribusi Daerah  

(X3), Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

- Persentase 

kontribusi pajak 

hotel, pajak 

restoran/rumah 

makan dalam 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten Muna 

kecil yaitu 

dengan rata-rata 

0,10% dan 0,18% 

untuk pajak 

restoran/rumah 

makan. 
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- Retribusi daerah 

memiliki 

kontribusi yang 

cukup besar 

dalam 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten Muna 

yaitu rata-rata 

sebesar 42%. 

8. Gani et al. 

(2016) 

Pengaruh 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel Dan 

Restoran 

Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Hotel (X1), 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Restoran 

(X2), Penerimaan 

Pajak Daerah (Y) 

- Secara parsial 

kepatuhan wajib 

pajak hotel 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah 

- Kepatuhan wajib 

pajak restoran 

secara parsial 

memiliki 

pengaruh positif 

tetapi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah 
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- Kepatuhan wajib 

pajak hotel, 

kepatuhan wajib 

pajak restoran 

berpengaruh 

signifikan secara 

bersama-sama 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah 

9. Zulhalidi 

(2017) 

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, 

Retribusi Daerah, 

Pajak Reklame, 

dan Pajak 

Penerangan Jalan 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran 

(X2), Retribusi 

Daerah (X3), 

Pajak Reklame, 

dan Pajak 

Penerangan Jalan 

(X4), Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

- Secara parsial 

pajak hotel, pajak 

restoran, pajak 

reklame, pajak 

penerangan jalan 

berpengaruh 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

10. Mulyana 

dan 

Budianing

sih (2019) 

Analisis Pengaruh 

Kontribusi Pajak 

Hotel dan 

Restoran 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) 

Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran 

(X2), Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

dari pajak hotel dan 

pajak restoran 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah secara 

simultan dan 

parsial 
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2. 7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya, dimana variabel ini terdiri dari variabel 

dependen (Y) dan variabel independen (X) yang terdiri dari X1, X 2, X3 dan 

seterusnya. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu penerimaan 

pajakdaerah, sedangkan variabel independen (X) yaitu tingkat kepatuhan wajib 

pajak hotel (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (X2). Kerangka 

konseptual yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam gambar 2.1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2. 8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang memberikan pernyataan tentang 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan kerangka 

konseptual diatas serta latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Hotel 

(X1) 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Restoran(X2) 

Penerimaan Pajak 

Daerah (Y) 
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maka hipotesis atau dugaan sementara daripada penelitian ini yaitu sebagai 

berkut: 

H1 : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah 

H2 : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah 

H3 : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian untuk memperoleh data agar 

dapat  menjawab pertanyaan atau masalah dalam sebuah penelitian. Pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data yang diukur dalam bentuk angka dan memiliki kecenderungan 

dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik, Rizqi (2017). Desain penelitian 

yang terdapat dalam penelitian ini yaitu menghubungkan antara dua variabel, 

yakni variabel X dan Y. Variabel independen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak 

hotel (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (X2), sedangkan variabel 

dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, yang 

bertempat di jalan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penelitian ini dimulai 

dari bulan Juni tahun 2021. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek/objek yang terdiri dari kualitas dan karakteristik yang telah 

ditentukan dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan 
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anggaran pendapatan pajak hotel dan pajak restoran serta laporan penerimaan 

pajak daerah selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2016 s/d 2020. 

3.3.2. Sampel 

Menurut Septiyani (2017), sampel merupakan bagian dari jumlah, kualitas dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu non-probability sample dengan cara 

pengambilan sampel menggunakan  sampel jenuh. Non-probability sample yaitu 

teknik yang tidak memberikan kesempatan kepada anggota populasi untuk dipilih 

sebagai sampel. Sampel jenuh merupakan sampel yang diambil dari seluruh 

jumlah anggota populasi. Adapun sampel yang di ambil dalam penelitian ini 

adalah anggaran pendapatan pajak hotel dan pajak restoran serta laporan 

penerimaan pajak daerah selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2016 s/d 2020. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang tidak jauh berbeda dengan 

penelitian survei pada umumnya. Jenis data penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder  adalah data  yang didapatkan 

dari orang lain atau media perantara berupa bukti, catatan ataupun laporan yang 

telah tersusun rapi dalam bentuk dokumen.. Data sekunder dalam penelitian ini 

yaitu berupa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, serta penerimaan pajak 

daerah dari tahun 2016 s/d 2020. 
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3.4.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari laporan-

laporan serta data mengenai pajak hotel dan restoran serta penerimaan pajak 

daerah di kantor Badan Pendapatan Daerah Palopo selama 5 tahun, dimulai dari 

tahun 2016 s/d 2020 dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagi para peneliti untuk 

mengumpulkan data untuk diteliti. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Studi kepustakaan. Dalam hal ini, pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan cara mempelajari buku kepustakaan dan literatur yang kaitannya 

sangat erat dalam pembahasan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan. Dalam hal ini, pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan cara terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian yaitu 

dimana dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor Badan 

Pendapatan Daerah. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu teknik penelaan normatif 

dari beberapa data dan dokumen yang telah ada, perturan perundang-

undangan yang terkait serta penelaahan beberapa literature yang relevan 

tentang penelitian. 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, ada dua variabel bebas yaitu tingkat 

kepatuhan wajib pajak hotel (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (X2) 
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serta satu variabel terikat yaitu penerimaan pajak daerah (Y).  Adapun 

operasionalisasi variabel akan di jelaskan dalam tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

No. Variabel Indikator Sumber 

1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Hotel 

- Mengisi 

formulir pajak 

dengan tepat 

- Membayar pajak 

tepat pada 

waktunya 

- Menghitung 

pajak dengan 

jumlah yang 

benar 

- Menyetor 

kembali surat 

pemberitahuan 

tahunan (SPT) 

Putri (2018) 

2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Restoran 

- Mengisi 

formulir pajak 

dengan tepat 

- Membayar pajak 

tepat pada 

waktunya 

- Menghitung 

pajak dengan 

jumlah yang 

benar 

- Menyetor 

kembali surat 

pemberitahuan 

tahunan (SPT) 

Putri (2018) 

3 Penerimaan Pajak Daerah Tingkat 

pencapaian target 

penerimaan pajak 

daerah 

Cahyono (2017) 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam  mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan peneliti 



40 
 

dalam membantu melakukan penelitian ini yaitu berupa dokumen yang diambil 

dari tempat penelitian. 

3.8 Analisis Data 

Teknik Analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan 

untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi 

melalui data sampel. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear berganda merupakan regresi dimana variabel dependen1 

dan variabel independen 2 atau lebih. Persamaan regresi linear berganda 

dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2 

Y = Penerimaan Pajak Daerah 

a = Konstanta 

b1-b2 = Koefisien Regresi 

X1 =  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel 

X2 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran 

3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah 

akurat atau belum dengan menggunakan alat analisis Eviews. Caranya yaitu 

dengan memperhatikan persamaan regresinya yang harus terbebas dari beberapa 



41 
 

asumsi klasik, di antaranya uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji 

heteroskedastisitas.  

 3.8.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas didalam penelitian ini 

menggunakan Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria 

pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu jika di atas tingkat signifikansi 0,05 

maka menunjukkan pola distribusi normal..  

 3.8.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk nilai cut off yang 

digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah Variance Infaltion 

Factor (VIF) > 10. Jika nilai VIF < dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas.  

 3.8.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan 

dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson yaitu nilai dL dan dU, 

dengan K = jumlah variable bebas dan n = ukuran sampel. 

3.8.3. Uji Hipotesis 

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi 

atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini 
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dapat diukur dari goodness of fit nya dengan melihat nilai T hitung, F hitung dan 

nilai determinasinya melalui analisis regresi.  

 3.8.3.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada regresi liniear mengukur seberapa besar 

kemampuan semua variabel bebas dari peneitian dalam menjelaskan varians dari 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika 

nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka pengaruh variabel bebas kepada 

variabel terikat lemah. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, 

maka pengaruhnya kuat. 

 3.8.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Uji t merupakan uji untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial atau terpisah. 

 3.8.3.3 Uji F Hitung 

Uji F merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara simultan atau 

bersamaan.  Adapun tujuan dilakukan uji F yaitu untuk melihat apakah  variabel 

bebas berpengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Kantor BAPENDA Kota Palopo 

Pada awalnya fungsi daripada pengelolaan pendapatan daerah dikelolah oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan 

Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008. Namun pada tahun 2016 fungsi 

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta fungsi dari pendapatan daerah 

dipisahkan masing-masing, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah 

dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sedangkan 

fungsi pendapatan daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

sesuai dengan Peraturan Daerah No. 58 Tahun 2016. 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota Palopo. Berdasarkan Peraturan 

Daerah No. 58 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan 

fungsi serta tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam 

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah. 

4.1.2. Visi dan Misi Kantor BAPENDA Kota Palopo 

Visi dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo adalah 

terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel dalam mendukung Kota Palopo sebagai Kota Jasa. 

Adapun Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat 

Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan PAD 

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

5. Meningkatkan Koordinasi, Pengendalan, Penatausahaan, dan Pengawasan 

4.1.3. Struktur Organisasi Kantor BAPENDA Kota Palopo 

Adapun struktur organisasi kantor BAPENDA Kota Palopo adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIS 

SUB.BAGIAN PERENCANAAN 

KEUANGAN, EVALUASI DAN 

TINDAK LANJUT 

BIDANG PENDAFTARAN, 

PENDATAAN DAN 

PENETAPAN 

BIDANG PELAYANAN, 

PENAGIHAN, DAN 

PENGADUAN 

BIDANG PENATAUSAHAAN, 

PENGAWASAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB. BIDANG 

PENDAFTARAN 

SUB. BIDANG 

PELAYANAN 

SUB. BIDANG 

PENATAUSAHAAN 

SUB. BIDANG 

PENDATAAN 

SUB. BIDANG 

PENAGIHAN 

SUB. BIDANG 

PENGAWASAN 

SUB. BIDANG 

PENETAPAN 

SUB. BIDANG 

PENGADUAN 
SUB. BIDANG EVALUASI 

& PELAPORAN 

SUB.BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

UPTB 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Deskripsi Data 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan berupa realisasi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta penerimaan pajak daerah Kota 

Palopo selama 5 tahun, dari tahun 2016-2020.  

a. Pajak Daerah 

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu penerimaan 

pajak daerah. Menurut Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi atau sumbangan 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Berikut ini merupakan data keuangan mengenai perhitungan 

realisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo selama periode tahun 2016-

2020. 

Tabel 4.1 

Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah  

Kota Palopo Periode Tahun 2016-2020 

 

Tahun Target Penerimaan Pajak 

Daerah (Rp) 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Daerah (Rp) 

Pertumbuhan 

Pajak Daerah 

(%) 

2016 19.541.481.900.00 21.272.225.975.70 108,86 

2017 25.556.550.000.00 27.317.777.187.00 106,89 

2018 29.466.250.000.00 31.505.802.321.00 106,92 

2019 34.725.000.000.00 34.860.944.165.02 100,39 

2020 33.028.000.000.00 34.031.809.461.00 103,04 

Sumber : BAPENDA Kota Palopo 
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 Dari data di atas, diketahui bahwa pertumbuhan pajak daerah Kota Palopo 

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan. Di tahun 

2016 pertumbuhan pajak daerah mencapai angka 108,86% dan terus mengalami 

penurunan hingga mencapai angka 103,04% di tahun 2020. Namun, realisasi dari 

penerimaan pajak daerah selalu mencapai target penerimaan pajak daerah yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah kota palopo.  

b. Pajak Hotel 

Variabel independen atau variabel bebas (X1) dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kepatuhan wajib pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

angka 20 dan 21, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang telah 

disediakan hotel. Efektivitas pajak hotel dapat diketahui dengan cara 

membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak 

hotel yang lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 

Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Target Penerimaan Pajak Hotel
 x 100% 

Tabel 4.2 

Efektivitas Pajak Hotel Kota Palopo Tahun 2016-2020 

 

Tahun  Target Pajak Hotel 

(Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Efektivitas (%) 

2016 341.025.000.00 350.884.859.00 101,11 

2017 357.000.000.00 364.811.039.00 102,19 

2018 401.000.000.00 419.036.605.00 104,50 

2019 530.000.000.00 574.413.665.00 108,38 

2020 450.000.000.00 357.996.317.00 79,55 

Rata-rata 99,15 

Sumber : BAPENDA Kota Palopo 

Diketahui hasil  dari perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 

2016-2020 di atas bahwa penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan 



47 
 

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun mengalami penurunan pada 

tahun 2020. Di tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai tingkat keefektivitasan sebesar 108%, sedangkan di tahun 2020 

mengalami penurunan dengan tingkat keefektivitasan mencapai 79,55%. Namun 

jika di rata-ratakan, hasil tingkat keefektivitasan dari penerimaan pajak hotel yaitu 

sebesar 99,15%. 

c. Pajak Restoran 

Variabel dependen atau variabel terikat (X2)  dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kepatuhan wajib pajak restoran. Menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 

tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa 

pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh 

restoran. Efektivitas pajak restoran dapat diketahui dengan cara membandingkan 

realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran yang 

lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 

Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Target Penerimaan Pajak Restoran
 x 100% 

Tabel 4.3 

Efektivitas Pajak Restoran Kota Palopo Tahun 2016-2020 

Tahun  Target Pajak 

Restoran (Rp) 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Restoran (Rp) 

Efektivitas (%) 

2016 3.200.206.000.00 3.699.478.197.00 115,60 

2017 3.740.000.000.00 4.374.781.409.00 116,97 

2018 4.250.000.000.00 5.076.946.649.00 119,46 

2019 6.200.000.000.00 6.201.259.135.02 100,02 

2020 4.600.000.000.00 5.009.500.361.00 108,90 

Rata-rata 112,19 

Sumber : BAPENDA Kota Palopo 
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 Diketahui hasil  dari perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran 

tahun 2016-2020 di atas bahwa penerimaan pajak restoran terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada 

tahun 2019 lalu meningkat lahi pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 peningkatan keefektivitasan mencapai angka 119,46%, pada tahun 

2019 mengalami penurunan sebesar 100,02% dan di tahun 2020 mengalami 

peningkatan kembali sebesar 108,90%. Adapun nilai rata-rata keefektivitasan 

pajak restoran yaitu sebesar 112,19%. 

4.2.2. Analisis Data 

A.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yaitu uji yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan analisis 

regresi berganda, dengan tujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Di 

dalam uji asumsi klasik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui variabel dependen dan variable 

independen terdistribusi secara normal atau tidak, dimana model regresi yang baik 

yaitu memiliki distribusi data yang normal. Adapun uji normalitas yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu adalah dengan menggunakan uji histogram normality test pada 

aplikasi Eviews 10. 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas Data 

Series Residuals 

Sample 2016 2020 

Observations 5 

Mean 3.05e-06 

Median 8336301. 

Maximum 22143326 

Minimum -51368140 

Std. Dev. 29362257 

Skewness -1.334136 

Kurtosis 3.049409 

Jarque-Bera 1.483774 

Probability 0.476214 

Sumber data : Eviews 10 

Berdasarkan output diatas, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,476. 

Hal ini berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu sebesar  

5% atau 0,05 sehingga data yang digunakan terdistribusi secara normal atau 

memenuhi syarat uji asumsi klasik normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi 

ditemukan ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variable bebas. Adapun 

hasil dari uji multikolineritas dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu 

dengan menggunakan matriks korelasai dan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Matrix Korelasi 

Correlation 

  Pajak_Hotel Pajak_Restoran 

Pajak_Hotel 1.000000 0.874125 

Pajak_Restoran 0.874125 1.000000 

Sumber data : Eviews 10 

Berdasarkan pada output matrix korelasi diatas, dimana terlihat bahwa 

korelasi antara tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan tingkat kepatuhan wajib 

pajak restoran sebesar 0,874 dimana nilai tersebut tidak sama dengan 1. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variable independen. 

Untuk lebih memamastikan nya peneliti juga melakukan uji multikolinearitas 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF),yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF) 

Variable 
Coefficient 

Variance 
Uncentered VIF Centered VIF 

C 1.23E+16 35.58859 NA 

Pajak_Hotel 0.207085 106.8776 4.238991 

Pajak_Restoran 0.002119 150.0916 4.238991 

Sumber data : Eviews 10 
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 Berdasarkan output diatas dengan memperhatikan nilai Centered VIF 

diperoleh hasil bahwa untuk nilai VIF tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yaitu 

sebesar 4,23 dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 4,23 dimana 

kedua nilai  tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian dari model regresi yang 

dibangun tidak terdapat multikolinieritas atau memenuhi syarat uji asumsi klasik 

multikolinearitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Auto korelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model 

regresi linier terdapat korelasi antar 1 periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). 

Adapun model regresi yang baik yaitu terbebas dari autokorelasi. Salah satu cara 

yang peneliti gunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya koralsi yaitu dengan 

uji Durbin Watson (DW tes). Syarat agar terbebas dari autokorelasi yaitu ketika du 

< d < 4-du dan terdapat autokorelasi ketika d > 4-dl. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Durbin Watson 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.23E+09 1.11E+08 20.09116 0.0025 

Pajak_Hotel -51.23455 0.455066 -112.5871 0.0001 

Pajak_Restoran 10.00612 0.046029 217.3860 0.0000 

R-squared 0.999972 Mean dependent var 2.98E+10 

Adjusted R-

squared 
0.999945 S.D. Dependent var 5.60E+09 

S.E. Of 

regression 
41524501 Akaike Info Criterion 38.20517 

Sum squared 

resid 
3.45E+15 Schwarz criterion 37.97084 

Log likelihood -92.51294 Hannan-Quinn criter. 37.57624 

F-statistic 36337.40 Durbin-Watson stat 2.307616 

Prob(F-statistic) 0.000028     

Sumber data : Eviews 10 
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Dari output Eviews diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 

sebesar 2,307, dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai tabel DW 

dengan memakai significance level 5%, jumlah sampel (T) = 5 (tahun) atau 60 

(bulan) dan jumlah variable bebas (K) = 2, dl = 4-1,5144, du = 4-1,651. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai du < d < 4-du atau yaitu 1,651 < 2,307 < 2,349 sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

B. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model regresi linear berganda yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

penerimaan pajak daerah yang merupakan variabel terikat atau dependen, pajak 

hotel dan pajak restoran yang merupakan variable bebas atau independen. Analisis 

ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable independen 

atau bebas terhadap variable dependen atau terikat. Berikut adalah hasil 

pengelolaan data menggunakan aplikasi Eviews 10. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.23E+09 1.11E+08 20.09116 0.0025 

Pajak_Hotel -51.23455 0.455066 -112.5871 0.0001 

Pajak_Restoran 10.00612 0.046029 217.3860 0.0000 

R-squared 0.999972 Mean dependent var 2.98E+10 

Adjusted R-

squared 
0.999945 S.D. Dependent var 5.60E+09 

S.E. Of 

regression 
41524501 Akaike Info Criterion 38.20517 

Sum squared 

resid 
3.45E+15 Schwarz criterion 37.97084 

Log likelihood -92.51294 Hannan-Quinn criter. 37.57624 

F-statistic 36337.40 Durbin-Watson stat 2.307616 

Prob(F-statistic) 0.000028     

Sumber data : Eviews 10 
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 Dari tabel output  diatas didapatkan hasil sebagai berikut :  

a) Konstanta = 2,233 

b) Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel =  -51,23 

c) Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran  = 10,006 

Sehingga persamaan regresi liniear berganda dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y = 2,23 + (-51,23455) + 10,006  + ei 

a) Konstanta sebesar 2,23 menunjukkan bahwa apabila nilai variable bebas 

atau independent yaitu pajak hotel dan pajak restoran dianggap konstan 

maka variable terikat atau dependen yaitu pajak daerah sebesar 2,23 

b) Koefisien regresi pajak hotel sebesar -51,234 menyatakan bahwa setiap 

kenaikan pajak hotel akan menurunkan pajak daerah sebesar 51,234 

c) Koefisien regresi pajak restoran sebesar 10,006 menyatakan bahwa setiap 

kenaikan pajak restoran, akan meningkatkan pajak daerah sebesar 10,006 

C. Pengujian Hipotesis 

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi 

atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini 

dapat diukur dari goodness of fit nya dengan melihat nilai T hitung, F hitung dan 

nilai determinasinya melalui analisis regresi 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada regresi liniear mengukur seberapa besar 

kemampuan semua variabel bebas dari peneitian dalam menjelaskan varians dari 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika 
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nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka pengaruh variabel bebas kepada 

variabel terikat lemah. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, 

maka pengaruhnya kuat Berikut adalah hasil pengujian korelasi dan koefisien 

determinasi menggunakan Eviews 10. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi 

R-squared 0.999972 Mean dependent var 2.98E+10 

Adjusted R-

squared 
0.999945 S.D. Dependent var 5.60E+09 

S.E. Of 

regression 
41524501 Akaike Info Criterion 3820517 

Sum squared 

resid 
3.45E+15 Schwarz criterion 3797084 

Log likelihood -9251294 Hannan-Quinn criter. 3757624 

F-statistic 36337.40 Durbin-Watson stat 2307616 

Prob(F-statistic) 0.000028     

Sumber data : Eviews 10 

Pada tampilan output Eviews di atas menunjukkan besarnya adjusted R2 

sebesar 0,99, hal ini berarti 99% variasi penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan 

oleh variasi dari dua variable independen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak 

hotel dan restoran sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

diluar model. 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2, X3...Xn,) secara parsial atau individu berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen (Y) dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 

0,05. ketika nilai probabilitas < 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel 
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independen terhadap variabel dependen.  Berikut merupakan hasil pengolahan 

data menggunakan Eviews 10. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T Statistik 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.23E+09 1.11E+08 2009116 0.0025 

Pajak_Hotel -5123455 0.455066 -1125871 0.0001 

Pajak_Restoran 1000612 0.046029 2173860 0.0000 

Sumber data : Eviews 10 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel independen tingkat 

kepatuhan wajib pajak hotel dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil 

dari 0,05 dan variabel independen tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.  

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F adalah uji koefisien regresi yang dilakukan secara bersamaan/simultan dan 

serentak dengan tujuan untuk mengetahui apakah variable independen secara 

bersamaan atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat 

signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Jika nilai F probabilitas lebih kecil dari 

0,05, maka variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F menggunakan Eviews 10. 

 

 



56 
 

 

 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F Hitung 

R-squared 0.999972 Mean dependent var 2.98E+10 

Adjusted R-

squared 
0.999945 S.D. Dependent var 5.60E+09 

S.E. Of 

regression 
41524501 Akaike Info Criterion 3820517 

Sum squared 

resid 
3.45E+15 Schwarz criterion 3797084 

Log likelihood -9251294 Hannan-Quinn criter. 3757624 

F-statistic 36337.40 Durbin-Watson stat 2307616 

Prob(F-statistic) 0.000028     

Sumber data : Eviews 10 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 36337 dengan 

probabilitas (Prob F-statistic) 0,000028. Sehingga hasil yang didapat yaitu nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan kesimpulan bahwa koefisien regresi 

tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran  tidak sama dengan nol yang 

berarti bahwa secara simultan atau bersamaan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel 

dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai R2 

tidak sama dengan nol atau signifikan. 

4.3. Pembahasan 

Berikut ini merupakan pembahasan yang berisikan mengenai apakah variabel 

independen berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap variabel dependen. 

4.3.1.  Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah 



57 
 

Berdasarkan pada data dan informasi yang telah di analisis menggunakan Eviews, 

diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut menunjukkan 

diterimanya hipotesis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap 

penerimaan pajak daerah. Dengan artian bahwa ketika wajib pajak patuh dalam 

melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak maka penerimaan pajak hotel 

meningkat dan akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, 

sehingga hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota 

Palopo. 

 Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (compliance theory) yang 

menjelaskan kondisi mengenai seseorang atau kelompok yang patuh terhadap 

perintah serta aturan yang diberikan dimana dalam hal ini ketika wajib pajak hotel 

telah melakukan kewajibannya, maka penerimaan pajak hotel akan meningkatkan 

dan secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota 

Palopo. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syefiada (2021), 

yang mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. 

4.3.2. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah 

Berdasarkan pada data dan informasi yang telah di analisis menggunakan Eviews, 

diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut menunjukkan 
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diterimanya hipotesis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap 

penerimaan pajak daerah. Dengan artian bahwa ketika wajib pajak patuh dalam 

melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak maka penerimaan pajak restoran 

meningkat dan akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, 

sehingga hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota 

Palopo. 

 Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (compliance theory) yang 

menjelaskan kondisi mengenai kepatuhan seseorang atau kelompok terhadap 

aturan yang diberikan dimana ketika wajib pajak restoran telah patuh dalam 

melakukan kewajibannya, maka penerimaan pajak restoran akan meningkat dan 

secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Fachmi (2018), yang mendapatkan hasil bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak daerah. 

4.3.3. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran 

Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Berdasarkan pada data  yang telah di analisis menggunakan Eviews, diperoleh 

hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil 

yang telah di peroleh dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak hotel dan restoran secara simultan atau bersamaan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Hasil penelitian ini 
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juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019), yang 

mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota 

Palopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 



 

61 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan 

wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan 

bahwa wajib pajak hotel telah patuh terhadap aturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam membayar pajak, sehingga 

penerimaan pajak hotel meningkat dan secara otomatis juga meningkatkan 

penerimaan pajak daerah. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan 

bahwa wajib pajak restoran telah patuh terhadap aturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam membayar pajak, sehingga 

penerimaan pajak restoran meningkat dan secara otomatis juga 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

3. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo diharapkan melakukan 

sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran 

wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak 

tepat waktu. Kantor BAPENDA juga diharapkan mampu memberi sanksi 

tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi 

penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama 

3. Diharapkan pada penelitian berikutnya yang akan membahas topik yang 

sama agar memperluas ruang lingkup penelitiannya. Ruang lingkup 

didalam penelitian ini hanya terbatas pada Kantor BAPENDA Kota 

Palopo. Penelitian tidak melakukan peninjauan langsung terhadap objek 

yang diteliti sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat turun langsung 

ke lapangan guna melihat seberapa besar keakuratan data yang dimiliki 

oleh Kantor BAPENDA Kota Palopo. 
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